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- Perwal tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru 

di Kota Pekalongan Tahun 2024 ditetapkan agar penerimaan 

peserta didik baru pada sekolah dapat dilakukan secara objektif, 

akuntabel, transparan dan tidak diskriminatif, serta untuk 

meningkatkan layanan akses pendidikan. 

 

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: Pasal 18 ayat (6) 

UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 20 Tahun 2003; UU 

No. 6 Tahun 2023; PP No. 21 Tahun 1988; PP Nomor 17 Tahun 

2010; PP No. 4 Tahun 2022; Permendikbud No. 1 Tahun 2021; 

Perda Kota Pekalongan No. 7 Tahun 2018. 

 

- Tujuan dari Perwal ini adalah untuk: memberikan layanan bagi 

anak yang telah memasuki usia sekolah TK, SD, dan SMP untuk 

mendapatkan pendidikan secara tertib, terarah, dan berkualitas; 

dan menjadi pedoman Satuan Pendidikan dalam Penerimaan 

Perserta Didik Baru (PPDB). Kegiatan PPDB diselenggarakan 

dengan sistem daring dan luring oleh Dinas Pendidikan dan 

Satuan Pendidikan. Jumlah peserta didik baru yang diterima oleh 

setiap Satuan Pendidikan tidak boleh melebihi daya tampung 

Satuan Pendidikan. Daya tampung dihitung berdasarkan jumlah 

rombongan belajar yang akan diselenggarakan oleh Satuan 

Pendidikan, di mana harus memperhatikan kecukupan tenaga 

pendidik dan kependidikan serta sarana dan prasarana yang 

dimiliki Satuan Pendidikan. Biaya pelaksanaan kegiatan PPDB 

sistem daring dan luring dibebankan pada APBD Kota 

Pekalongan dan/atau RKS Satuan Pendidikan. Dinas melakukan 

monitoring dan evaluasi pelaksanaan PPDB dan melaporkan 

kepada Wali Kota. Satuan Pendidikan mengikutsertakan komite 

sekolah untuk melakukan evaluasi pelaksanaan PPDB dan 

melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan. Satuan Pendidikan 

Negeri dan Swasta penerima BOS tidak boleh memungut biaya 

pelaksanaa PPDB dari calon peserta didik. Sekolah dilarang 

melakukan tindakan jual beli/titipan peserta didik/pungutan 

liar/tindakan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

- Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

6 Maret 2024, dan ditetapkan pada tanggal yang sama. 

 

- Pada saat peraturan ini mulai berlaku, Perwal Nomor 41 Tahun 

2023 tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru di 



Kota Pekalongan Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak 

berlaku. 

 

- Lamp. : 24 hlm. 

 


